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BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN

KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Menimbang

DAN LABORATORIUM KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

bahwa untuk menindaklanjuti peralihan status
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan,
perlu diatur mengenai status, pemanfaatan dan
peruntukan rekening bank yang dikelola;

bahwa dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
23 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan belum
mengatur penggunaan rekening bank yang dikelola
oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Laboratorium Kesehatan;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
menggunakan rekening bank yang dikelola oleh
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Laboratorium Kesehatan, perlu diatur dalam
Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 23
Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan;




Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51695);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1213);

13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 23 Tahun
2019 tentang Pedoman PenatausahaanKeuangan
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakatdan
Laboratorium Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 23
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PENATAUSAHAANKEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM
KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan BAB V Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2019
tentang Pedoman PenatausahaanKeuangan Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakatdan
Laboratorium Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2019 Nomor 23) ditambah 1 (satu) bagian baru yakni Bagian Kesembilan
Belas dan diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipi 1 (satu) Pasal baru yakni
Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilanbelas
Rekening Kas BLUD

Pasal 39A

(1) Rekening bank yang dikelola oleh BLUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank
umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan
pembayaran pengeluaran BLUD.

(2) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya
disebut sebagai rekening kas BLUD ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(3) Rekening bank yang dimiliki oleh UPTD sebelum penetapan dan
penerapan pola tata kelola keuangan BLUD diatur status, pemanfaatan
dan peruntukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-7 - 2015

——

B'IPATI BANJARNEGARA,

|
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 3p-7-20!9

SE ARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 28




